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RANCANGAN 
 

QANUN KABUPATEN PIDIE 
NOMOR             TAHUN  2005 

 
TENTANG 

 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2005 
 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
 

BUPATI PIDIE, 
 

Menimbang  : a.  bahwa sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie Tahun Angaran 2004 yang telah 
disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pidie dan 
Bupati Pidie pada tanggal 23 bulan Desember Tahun 2004, perlu menyusun 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie Tahun Angaran 
2005;  

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Qanun. 
 

Mengingat  : 1.  Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang-undang 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak  
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 

5. Undang-undang 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan  (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988; 
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6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengara Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3893); 

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 206, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 
Provinsi Daerah Istimewa Aceh  sebagai Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134); 

10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang  Perbendaharaan Negara  
(Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4355); 

12. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor  53 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

13. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang  Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4441); 

14. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan telah ditetapkan 
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 , Tambahan Negara Republik Indonesia 
Nomor 4587) ; 

15. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Perintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara 
Republik   Indonesia Nomor 4438);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembagian Hasil 
Penerimaan Pajak  Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 36); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan   
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 201, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2001 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan  
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

 
 
 


